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ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi diberi mandat atributif oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan lima kewenangan
konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang-terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberi pendapat kepada Dewan
Perwakilan Rakyat terkait dengan:pemakzualanipresiden dan wakil presiden.

Masalah Pokok.:dalam penelitian ini adalah  Pertimbangan Mahkamah
Konstitusi: Republik. Indonesia memutuskan perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015
bersifat Inkonstitusional bersyarat (Conditionally unconstitutional), serta
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 terhadap
pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.

Dilihat dari jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif dan
dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis dalam menjawab masalah pokok
yang akan diteliti.

Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
42/PUU-X111/2015 bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
bertentangan dengan UUD 1945.secara betsyarat (conditionally unconstitusional)
sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan
terpidana adalah bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari
penjara atau lembaga pemasyarakatan | pada, dasarnya adalah orang yang telah
menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah
bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang- Undang
seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015. Kemudian Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XII1/2015
adalah membuka kesempatan kepada mantan narapidana untuk ikut berkontestasi
dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Dari.810 calon kepala daerah terdapat 13
calon kepala daerah yang mantan narapidana dan sebagian besar terpidana
korupsi yang mendaftar sebagai pasangan calon dalam Pilkada Serentak Tahun
2015 yang diusung partai politik atau gabungan partai politik. Dari 13 calon
kepala daerah mantan narapidana tersebut terpilih sebagai kepala daerah sebanyak
3 calon.

Kata kunci: Inkonstitutional bersyarat, pencalonan, pilkada serentak
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ABSTRACT

The Constitutional Court is given an attributive mandate by the
Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 to implement the five
constitutional powers, namely to try at the first and last level whose decisions are
final to examine the law against the Constitution, decide on disputes over the
authority of state institutions whese authority.granted by the.Constitution, decides
the dissolution of pelitical parties and decides disputes about the results of the
general election and gives opinions to the House of Representatives regarding the
impeachment of the president and vice president.

The main problem in,this Study i the eonsideration of the Constitutional
Court of the Republic_of'Indonesia to decide the'case Number 42 / PUU-XIII /
2015 is unconstitutional conditionally (Conditionally unconstitutional), as well as
the Implications of the Constitutional Court Decision Number42 / PUU-XIII /
2015 on the nomination for the Election of Heads of Simultaneous Years 2015.

Judging from the type of research it is normative legal research and seen
from its nature is analytical descriptive in answering the main problems to be
examined.

Consideration of Constitutional Judges in Decision of the Constitutional
Court No. 42 /PUU-XIII / 2015 that Article 7 letter g of Law Number 8 of 2015 is
contradictory to the 1945 Constitution conditionally unconstitutional insofar as it
is not meant to_be exempt from-former convietsswho openly and honestly tell the
public that the person concerned is a former convict is that a person who has
served a sentence and left prison or correctional institution is basically a person
who has regretted his actions; has repented, and promised notto repeat his actions.
Thus, someone who 1s a formericonvict-who has repented.is not appropriate if
given another sentence by the Law as stipulated in Article 7 letter g of Law
Number 8 of 2015, Then the Implications of the Constitutional Court Decision
No. 42 / PUU-XMI / 2015 is opening up opportunities for former prisoners to
participate in the 2015 Simultaneous Regional Election. Of the 810 regional head
candidates there are 13 candidates for regional heads who are former prisoners
and the majority of corruption convicts who register as candidate pairs in the 2015
Simultaneous Regional Election, carried "by. political parties or joint political
parties. Of the 13 candidates for regional heads of former prisoners, 3 candidates
were elected as regional heads.

Keywords: conditionally unconstitutional, candidacy, simultaneous local elections
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

akan dapat : kar clur Ses e emerintahan yang

didasarkan pada _ yang ferca tum rsebut. Konsep

peradilan.’

Untuk menegakan hukum dan keadilan dilakukan oleh sebuah kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan’. Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

! Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesai Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

? Ibid, Pasal 28D Ayat (1)

? Ibid, Pasal 28D Ayat (3)

* Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni, 1990, Hal. 29
> Opcit, Pasal 24 Ayat (1)
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bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi®. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah

bersifat fina Undang Dasar,

angannya diberikan

judicial review yaitu hak untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewenangan dan
kewajiban lainnya yang diberikannya. Pengertian tersebut lahir dari “judicial”

yang berarti pengadilan dan “review” yang berarti memandang, menilai, dan

% Ibid, Pasal 24 ayat (2)

7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1)
® |bid, Pasal 1 ayat (2) dan (3)

° Opcit, Pasal 24C
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menguji kembali. Hak untuk menguji yang diberikan kepada lembaga peradilan
adalah untuk menguji norma atau produk hukum tertulis berupa Undang-Undang.

Secara sederhana judicial review merupakan sebuah hak yang diberikan kepada

bagai check and

balance ata e : sewenang-wenang, karena

konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian konstitusionalitas
bisa dilakukan oleh siapa saja dan lembaga mana saja, tergantung kepada siapa
kostitusi memberikan kewenangan tersebut. Sedangkan judicial review

pengertiannya lebih luas objeknya, misalnya mengenai legalitas peraturan di

bawah Undang-Undang Dasar. Tidak hanya konstitusionalitas yang dijadikan
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sebagai objek pengujian termasuk juga legalitas dari setiap peraturan perundang-

undangan yang secara hierarki berada dibawah Undang-Undang Dasar.

Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3)

Indonesia Tahun 1945. Semangat penegakan konstitusi sebagai dasar hukum
tertinggi negara inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi disebut sebagi
pengawal konstitusi (the guardian constitution)'® sekaligus sebagai penafsir

konstitusi (the sole interpreter of constitution).""

1% Sandrine Baume, Hans Kelsen and The Case For Democrazy, Colechester UK: University of
Essex, 2012, Hal. 36-37.

" Keith E. Whittington, Political Foundation of Judicial Supremacy, Woodstock, Oxfordshire:
Princeton University Press, 2007, Hal..5.
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Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 hingga
tahun 2016 telah memutuskan 903 perkara dan telah melakukan pengujian

terhadap 478 Undang-Undang. Dan dalam beberapa tahun terakhir terjadi

perkembangan ya ene alam ng khususnya dalam

mengikat. (legall id), sebay aim: ; alam Pasal 56 ayat
(3) dan P

Perubahan Ata dang tentang Mahkamah

Dengan keempat varian putusan ini seringkali Mahkamah Konstitusi dinilai
telah mengubah perannya dari negative legislature’” menjadi positive

legislature’. Artinya, Mahkmah Konstitusi menjadikan dirinya sebagai kamar

2 Hans Kelsen, General T heory of Law and State, New York: Russsel & Russel, 1945, Hal. 286
3 Allan R. Brewer-Carias, Constitutional Court as Positve Legislators: A Comparative Law Study,
Cambride University Press, 2013. Hal.146
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ketiga'* dalam proses legislasi karena tidak dapat dipungkiri varian-varian putusan
tersebut dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Terlepas dari

polemik itu, inilah alat kontrol eksternal yang dimiliki Mahkamah Konstitusi

%

W

(conditionally

(conditionally

thanntangg

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 huruf f yang mengatur salah
satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan

mensyaratkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

“ Vicky C. Jackson & Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law, New Y ork: Foundation,
Press, 1999, Hal.. 706.
 www.mahkamahkonstitusi.go.id. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam

putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan Undang-

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pembentuk undang-undang
melalui proses legislasi telah mengadopsi syarat konstitusionalitas calon anggota
legislatif dan kepala daerah bagi mantan narapidana sebagaimana ditentukan oleh

Mahkamah Konstitusi, namun dalam bagian Penjelasan, seharusnya pembentuk

'® putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VI1/2009, hal. 83-84
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undang-undang mengambil alih tafsir konstitusional atas syarat calon anggota
legislatif bagi mantan narapidana ke dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut.

Sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun

lengan pidana
penjara 5 / a embali ':' te anto dan Fathor
n, SH, M.Sc ke

memutuskan

bersangkutan mantan terpidana dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan
terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan terpidana '”.

7 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI11/2015, hal.74
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Akibat putusan ini berdasarkan survey Konstitusi dan Demokrasi (kode)
Inisiatif Indonesia Corruption Watch terdapat 14 calon kepala daerah dan 3 calon

wakil kepala daerah yang terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2015.

(Perludem)
politik me
cenderung menganggap b ' ahayanya lagi
masyarakat
putusan ters

melakukan : - i dap persyaratan

untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Jika calon ini terpilih nantinya

akan menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang

' www.m.detik.com Pemilihan Kepala daerah serentak 2015 diwarnai sejumlah calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang bermasalah secara hukum diakses pada tanggal 1 September
2016

¥ www.m.tempo.co Ini 9 bekas bekas napi yang mendaftar sebagai calon kepala daerah, diakses
pada tanggal 1 september 2016.

*® Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 7 huruf

(@)
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baik (good governance) dan amanat Undang-Undamg Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme.

anN iy

clakang, maka

n dikembangkan

Republik Indonesia

Inkonstitusional

t‘\‘%\‘ﬁ\v“l‘

5
N\

e
;
2
5
5
S

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia memutuskan perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 bersifat

Inkonstitusional bersyarat (Conditionally unconstitutional)

10
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D. Kerangka Teori

2. Untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

42/PUU-XI11/2015 dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 .

kum khusunya

rmatif tentang

Teori dalam sebuah penelitian merupakan pengarah dan petunjuk bagi
peneliti kemana ia harus bergerak serta tindakan-tindakan mana yang harus
segera ia lakukan yang terdiri dari seperangkat proposisi yang terintegrasi
secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara

logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan

11
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berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan memperjelas fenomena
yang diamati.

Teori ini mempunyai fungsi antara lain mensistematiskan penemuan-

3.

keberadaan
konstitusi pad ' adalah tilah konstitusi
berasal da - (b . ,, ancis) ye . il I entuk. Pemakaian
istilah kons mak \dke ala ‘ P negara atau
menyusun d ndang-Undang
Dasar merup Q? danya Grondwet
Perkataan wet s1a_undang-undang, dan

dipakai istilah Constitution ya ahasa Indonesia disebut konstitusi.
Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian
Undang-Undang Dasar, tetapi ada ada juga yang menyamakan dengan pengertian-

Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah Constitution

merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhaan dari peraturan-peraturan

' Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, PT RajaGrafindo Persada,

Jakarta, 2008, him. 190.
2 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Ul Press, Yogyakarta,
2007, hlm. 9.
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baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara
bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.”

Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak

oara dan konstitusi

a.
b. ira, Kerajaan, dan

ng Legislatif dan

o
o
g
dar
g
o
g
n).

i

kelemahan yang real yang berkembang dalam masyarakat sebuah negara. Carl
Schmit membagi konstitusi dalam empat pengertian dan dalam pengertian pertama
terdapat empat sub pengertian, pembagian tersebut adalah:

a. Konstitusi dalam arti absolut:

23 .
Ibid., hlm. 9.
2% Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.
% Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
hlm. 428.

13



1) Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang
mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada
dalam negara.

2) Konstitusi sebagai bentuk negara. Bentuk Monarkhi dan bentuk
demokrasi, monarkhi berdasarkan pada representasi sedangkan
demokrasi‘didasarkan pada identitas.

3) Konstitusi sebagai.faktor integrasic Sifat dari pada integrasi ada dua,
yakni Integrasi Absolut dan Integrasi Fungsional.

4) Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang
tertinggi di dalam negara.

b. Konstitusi dalam arti relatif; maksudnya adalah sebagai Konstitusi yang
dihubungkan déngan kepentingan suatus golongan tertentu dalam
masyarakat.

c. Konstitusi dalam arti positif, menurut Carl Schmit Konstitusi dalam arti
positif itu mengandung pengertian sebagai keputusan politik tertinggi
berhubungan dengan pembuatan Undang-Undang Dasar. Proklamasi
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu konstitusi arti
positif karena ia merupakan satu-satunya keputusan politik tertinggi yang
dilakukan oleh bangsa Indonesia.

d. Konstitusi dalam arti ideal, disebut konstitusi ideal karena konstitusi
tersebut menjadi cita-cita dari rakyat untuk menjamin hak-hak asasi yang
dimiliki oleh rakyat.*

Menurut teori konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 menganut teori muatan
yang fleksibel, yang artinya hanya menigat aturan-aturan yang pokok/garis besar,
sehingga Undang Undang Dasar 1945 bersifat singkat yaitu berisi Pembukaan, 37
pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan, namun tidak lazim
suatu Konstitusi (Undang-undang Dasar) memuat suatu Penjelasan (vide
konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950).%

Konstitusi merupakan sumber hukum terpenting dan terutama bagi negara.
Pada saat ini dapat dikatakan tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara negara dan konstitusi merupakan

2 Syafriadi Asri, Mahkamah Konstitusi: Gagasan dan Kenyataan, Bina Mandiri Press,

Pekanbaru, 2005, hlm. 17-18.

7 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002,
Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 283-284.
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dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Adapun ciri-ciri umum Kkonstitusi
adalah:

a. Konstitusi sebagai kumpulan kaidah hukum diberi kedudukan yang lebih
tinggi daripada kaidah hukum lainnya karenadimaksudkan sebagai alat
untuk membatasi wewenang penguasa sehingga.tidak boleh dengan
mudah diubah oleh golongan yang kebetulan berkuasa.

b. Konstitusi memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang
dianggap paling pokok mengenai kehidupan bersama.

c. Konstitusi lahir dari moment s¢jarah sterpenting bagi masyarakat yang
bersangkutan seperti” pembebasan dari’ penjajahan (Indonesia dan lain
bangsa yang ‘terjajah), kemenangan revolusi (Rusia tahun 1917),
permulaan baru setelah mengalami peristiwa menyedihkan kalah perang
(Jerman, Italia, Jepang, Prancis, dan lain-lain), pembangunan negara baru
(Isracl).”®

Menurut Jimly Asshiddigie:

Konstitusi© adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaraan negara. Penyusunan suatu konstitusi selalu dipengaruhi oleh
nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu suasana kebatinan (geistichenhenter-grund) yang menjadi
latar belakang ilosois, sosiologis, politis, dan historis perumusan suatu
ketentuan konstitusi harus dipahami dengan baik. Terkait dengan itulah,
konstitusi tertulis tidak dapat dipahami, banya melalui teksnya, tetapi juga
harus dipahami konteks filosois, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis,
bahkan sosio-ckonomis masyarakat yang melatar-belakangi ketika konstitusi
itu dirumuskan.*’

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, inti ‘dari konstitusi adalah adanya
pembatasan kekuasaan yang mencakup, tiga hal, yaitu (1) jaminan hak-hak asasi
manusia; (2) susunan ketatanegaraan yang mendasar; dan (3) aturan tugas dan
wewenang dalam negara.”® Konstitusi adalah suatu dokumen yang dibuat oleh

lembaga yang ditentukan yang di dalamnya memuat aturan-aturan, memaparkan

?® Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta,

2010, hlm. 133-134.

¥ Jimly Asshiddigie, Bagir Manan, dkk., Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan
Presiden Secara Langsung, Setjen & Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm. xi-xii.

° Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta, 2010, him. 87.
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rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara serta

menentukan cara kerja dan hubungan antar lembaga-lembaga negara.’’

4. Konsep Negara Hukum

hukum. Konsep negara hukum dikenal dengan istilah “rechtsstaat” dan “the rule
of law”. Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan

kekuasaan negara adalah hukum (supremacy of law) dan bukan kekuasaan

i Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

32 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung,
2011, hlm. 77.

* Ibid., him. 16.

* Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010,
him. 43.
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individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun
pembatasan Hak Asasi Manusia harus secara tegas dijalankan menurut hukum.

Negara hukum adalah suatu gagasan bernegara yang paling ideal dan telah

dihapus) dengan istilah rechstaat yang diperlawankan dengan machstaat (negara
kekuasaan).*®

Inti dari pengertian negara hukum menekankan tentang tunduknya penguasa

terhadap hukum sebagai esensi negara hukum. Esensi negara hukum yang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, him. 278.

3¢ Muhammad Tahir Azhary, Op. Cit., him. 2.

Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 135.
Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 9.
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demikian itu menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada
aturan hukum.” Menurut Adnan Buyung Nasution, pemerintahan yang

konstitusional itu bukanlah pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi-bunyi

AL
=]
=
3
)
%
Q

EN A BN

2 D
S
R
.
=]

Kontinenta

rechsstaat (
Istilah

pengakuan

Tolok ukurnya adalah kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan

fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum.* Oleh karena itu, salah satu

* Bahder Johan Nasution, Op. Cit., hlm. 1.

% Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 146.

1 Ma'shum Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang
Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

" Ibid., hlm. 14.

# Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.
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elemen negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas atau independen.
Tanpa terjaminnya independensi kehakiman maka sudah tentu akan runtuhlah

fondasi negara hukum.*

5.
dnya citra
negara
¢s pemeriksaan
dan pengambile S8 e tkait erat dengan

a, bermartabat,

AN

ebebasan atau
nyelenggarakan
kta dan hukum,
ensi, langsung
alasan apapun,

Secara ak ik te ._kekuasaan kehakiman
sebagaimana terse * [ h atau pedoman bagi
«»

pembahasan yang lebik . @ i “‘1@

yang kokoh dan terpercaya.*’

Ve

untuk memperkuat lembaga
Mahkamah Agung agar mempu

Pengertian independensi kekuasaan kehakiman yang dipusatkan kepada
independensi personal/individual hakim diharapkan memberi kesadaran bagi para

hakim untuk mengembangkan integritas, intelektualitas, dan tanggung jawab,

* Budi Suhariyanto, Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan terhadap

Hakim, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012, hlm. 253.

4 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2012, hlm. 47.

% J. Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman,
Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, him. 221-222.

7 Ibid., him. 222.
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maupun menggali pemikiran-pemikiran baru untuk membentuk hukum dan
menemukan hukum.*®

Berbagai faktor mempengaruhi kemandirian pengadilan, faktor-faktor

an, meliputi:
Bagir Manan,

al, antara lain:

taaNy

a. ya menghadapi
dari lingkungan

a dari Gubernur,

AL

b. at menimbulkan
sersangkutan sehingga
paksaan publik yang
C. per dari hubungan

sasi perkara. Perkara
Indonesia mengalami kea kebijakan dalam menyelesaikan
persoalan hukum karena mengadopsi berbagai sistem bukum. Berdasar politik
konstitusi, maka sistem dan lembaga peradilan yang merupakan bagian distribusi
kekuasaan negara menjadikan keanekaragaman bidang yudikatif. Pasal 24 (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan,

48 .
Ibid., hlm. 222.
4" Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan di Indonesia, Ull Press, Yogyakarta, 2010, hlm.
80.
%" J. Djohansjah, Op. Cit., hlm. 139-140.
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Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman dengan lima yurisdiksi. Empat yurisdiksi peradilan eks UU Kekuasaan

Kehakiman 1970 ditransformasikan ke dalam konstitusi, yaitu peradilan umum,

agama, militer, da a1 nega e n Mahkamah Agung.
S

mah Ko @O‘ ang-Undang

-:~4 . an di luar

pengaruh

menjadikan siste , done 1 tidak memiliki

ketegasan : si \g ma 2 5 engan berbagai

Republik Indonesia Tahu

b. Kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya monopoli Mahkamah Agung
(MA) dengan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya,
melainkan juga oleh Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2)];

c. Adanya Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim (Pasal 24B);

d. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) hakim konstitusi

(tiga orang usulan Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang usulan

> Agus Surono, Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas

Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 35.
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Mahkamah Agung, dan tiga orang usulan Presiden) yang mempunyai

empat kewenangan dan satu kewajiban (Pasal 24C UUD 1945):

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara;

3) Memutuspembubaran partai politik;

4) Memutus perselisihan hasil pemilu;

5) Wajib memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang
impeachment terhadap Presiden.

Semua peradilan untuk empat kewenangan tersebut, yaitu pada angka 1)

sampai dengan angka «4)| merupakan peradilan tingkat pertama dan

terakhir yang .putusannya bersifat finaljssedangkan putusan untuk

kewajiban Mahkamah Konstitusi [angka 5)] masih akan ditentukan oleh

mekanisme putusan politik di DPR dan MPR.

e. Penegasan tentang judicial review, yaitu pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang oleh
Mahkamah Agung, sedangkan untuk pengujian konstitusionalitas
Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.>®

Mahkamah  Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang
merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktub dalam
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.%

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi,'di samping sebagai pengawal dan
penafsir konstitusi, adalah juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga
negara. Karena 1itu, sering dikatakan bahwa ftujuan dibentuknya lembaga
mahkamah konstitusi ini adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga
negara.”*

Pembahasan dan perdebatan tentang pengujian peraturan perundang-

undangan termasuk kelembagaannya pada saat perumusan suatu produk hukum di

bidang kekuasaan kehakiman atau dalam kajian ilmiah menunjukkan, bahwa

*2 Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Op. Cit., him. 133-134.

3 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum
Demokrasi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 64.

> Jimly Asshiddiqgie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,
hlm. 190.
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pengujian peraturan perundang-undangan memiliki posisi penting dalam
mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis.”

Menurut Saldi Isra, untuk menghindari kemungkinan adanya undang-undang

negara, negara-ht n juge 1 men _ S agasan pembentukan
Mahkamah dalam upaya

memperkuat siste A es’ a § ang kekuasaan yang

Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai penjaga dan penafsir konstitusi
Negara Republik Indonesia, dan untuk mencapai tujuan itu dengan baik, penting

sekali putusannya tersedia untuk dikaji dan dibahas oleh kalangan hukum dan

> Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade

Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 2.

%% Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam
Sistem Presidensial Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 292-293.

ST imly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
hlm. 131.
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masyarakat luas. Tersedianya putusan Mahkamah Konstitusi untuk dibaca dan
dipelajari oleh masyarakat luas merupakan suatu terobosan dalam pengembangan

hukum di Indonesia dan perlu disambut dengan baik.”® Dengan adanya Mahkamah

dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan ketentuan dalam

*® Tim Redaksi Tatanusa, Mahkamah Konstitusi: Dua Putusan Pertama - Pengujian atas Pasal 7

ayat (1) huruf g Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 60 huruf g Undang-Undang
Peradilan Unum, PT Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. iii.

% Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, him. 331.

8 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konsitusi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, him. 50.

' Peri Umar Farouk dan Refly Harun, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan
Pembongkaran, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 385. Diterjemahkan dari Indonesian Constitutional
Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition Karya Denny Indrayana.
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.®

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Presiden.®® Dalam hal

Peraturan Pemerin engganti Undang-Undang ahun 2013 tentang

Perubahan 2003 tentang
Mahkamah dapat
dimohonkan , : ) lang-undang yang

dari tanggal 13 Agustus 2003 (pengundangan undang-undang tentang Mahkamah
Konstitusi) sampai dengan tanggal 11 April 2005 (dinyatakan tidak berlaku

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-11/2004). Pasal 50

® Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum

Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 21-22.

6 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
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tersebut berlaku singkat karena pada tahun 2005, Mahkamah Konstitusi dalam
putusan perkara Nomor 066/PUU-11/2004, menyatakan:

a. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003 Nomor 98,

W“Er@ ) ‘ ‘; a Republik Indonesia

3 Nomor 98,
4316) tidak

hukum yang

berlaku saat in ng b r' > dapa 1' i di Mahkamah

yang mulai berkembang d opa pada abad XVII dan XVIII . Trias
Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam
kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang;
kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang;
ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran

undang-undang.

° Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-11/2004, hlm. 92.
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Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak
diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan

kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-

c. Kekuasaan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap

undang-undang (yudikatif).

Menurut Montesquieu, ketiga kekuasaan tersebut harus di bagi-bagi

sedemikian, sehingga yang satu terpisah dari yang lainnya, dan pembagian
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itu perlu, supaya kekuasaan pemerintahan tidak berpusat pada satu tangan

saja (raja).*

anya, doktrin pemisahan seperti  yang

adanya pembagian kekuasae

Berbeda dengan Negara Demoratis yang mengenakan sistem Trias
Politica yang membagi kekuasaan menjadi Legislatif, Eksekutif dan
yudikatif. Dimana dengan adanya lembaga Legislatif, kepentingan rakyat

dapat terwakili secara baik karma merupakan cermin kedaulatan rakyat.

5Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara (Bandung :Percetakan Offset Alumni, 1980, hlm.
59-60
7Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. hlm. 286
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Selain itu lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai check and balance
terhadap dua lembaga lainnya agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan

dengan begitu jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien.®®

enjadi badan

pirasi yang ada

main.Dalam salah satu karyanya Jhon Locke, mengisyaratkan tiga unsur

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia, 2006, hlm. 159

$9C.F., Strong,Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of Their
History and Existing Form, Fifth (Revised) Edition 1958, Second Impression (First
Printed 1930), Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960, Konstitusi-Konstitusi Politik
Modern-Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia,Penerbit Nuansa

dan Penerbit Nusa Media, Bandung, 2004, him. 32
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yag dijadikan negara tersebut dapat disebut dengan negara hukum antara
lain:

1. adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warga negaranya

aEN:

'

123
ya
P
ﬁ
L @
-
”_l
y
v

posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat
tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh
penyelenggara Negara.”’

3. Abdul Manan menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara

terminologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan

"Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial
dan Hukum, Setara press, Surabaya, hlm. 34
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bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan
dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-

galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk

demokrasi, dengan dilake ilu dianggap dapat menyuarakan
suara rakyat yang sesungguhnya. Di negara-negara yang demokratis,
pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada

rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan

"' Abdul Manan, Kemandirian lembaga peradilan dan supremasi hukum di Indonesia, Majalah
Hukum USU:Medan, 2004, hal. 53

& Joseph Scumpeter, Capitalusm, Socialsm, and Democracy, New Nork: Jarper., 1947, Hal. 60
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sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat

pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.”

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi

sepenuhnya. Suara terbesar dari rakyatlah yang akan menentukan pihak
mana yang boleh memegang kekuasaan. Namun justru disanalah dilema
demokrasi. Ia menjunjung tinggi suara terbanyak, namun meminggirkan
pihak minoritas. Pemilu merupakan wahana kompetisi yang mengharuskan

adanya pemenang di atas pihak yang kalah.

7 Sudijono, Sastroatmodjo, Perilaku Politik, Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995, him 7
7" Syamsuddin Haris. Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1988, him; 152
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Namun pada dasarnya, ada tiga tujuan dari pemilu.”” Pertama, sebagai

mekanisme untuk menyelesi para pemimpin pemerintahan dan alternatif

kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung

kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan

pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.

Ketiga, pemilu merupaka sarana memobilisasi, menggerakan atau
menggalang dukungan rakyat terhadapat proses politik. Hal yang terakhir

ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam

7> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992 hal 181-182
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alienasi dari proses mengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar
antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi

ditingakt akat rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang adalah “Pemilihan Gubernur, Bupati dan

7% Robert A. Dahl, Polyarchy: Opposition and Participation, Yale University Press, New Haven
and London. 1971. hlm. 228-230
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Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di

seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia”.”’

yang terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Implikasi dalam

penelitian ini adalah akibat hukum yang terjadi akibat Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 42/PUU-XI11/2015

77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 3 ayat (1)
’® Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 201

" Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif, Oleh: Ulber Silalahi, Penerbit: Refika
Aditama. Bandung, 2015, hal. 43,
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. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Inkonstitusional

Pernah Dijatuhi- Pi a Melakukan Tindak
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rinci mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat
Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak

Tahun 2015

% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal. 57

8! Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Op. Cit, Pasal. 201-202

82 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2007, hlm. 24.
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2. Obyek Penelitian
Objek penelitian ini adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-

v N

we

. 0 | Peraturan Pemerintah

ﬂ;&n un 2014 tentang Pemilihan

Mex Undang-undang, dan lain-
W
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Gubernur, Q ‘ ‘

lain, serta putusan Ma stitusi Nomor 42/PUU-XI11/2015

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-
buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal yang berkaitan
dengan objek penelitian. Buku-buku yang dimaksud adalah buku-buku
yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

c. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini bersumber dari kamus

hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan informasi dari internet yang
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4.

berkaitan dengan objek penelitian

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan
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BAB 11

KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pelaksanaan Kewe ; 3 i n Pengujian Undang-

yang bermakna bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara,
sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.
Sebagai hukum tertinggi, Undang-undang Dasar menjadi rujukan bagi

peraturan perundang-undangan dibawahnya dan tidak membenarkan adanya

Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar sebagai asas lex
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superiori derogat lex inferiori, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengalahkan
hukum yang lebih rendah.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang dasar 1945, Mahkamah Konstitusi

kewenang Kons - ang-undang dasar,
dituangkan  da dang at n 2 entang Mahkamah

Konstitusi ' ‘ ima 6 05 yang salah

diundangkan ¥ D ang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan pasal 50 tersebut di atas hanya berlaku kurang dari dua tahun, yaitu
dari tanggal 13 Agustus 2003 (pengundangan undang-undang tentang Mahkamah
Konstitusi) sampai dengan tanggal 11 April 2005 (dinyatakan tidak berlaku

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-11/2004).

® Sjaukat Fauzi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang terhadap
Undang-undang Dasar dan Implikasinya Terhadap Konstitusionalitas Sebuah Undang-undang,
Jurnal Mahkamah No.I Vol 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2012, hal. 44
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Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan

perkara Nomor 066/PUU-II/2004, yang menyatakan Pasal 50 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor l«Tahun 2013.tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

inkonstitusional, antara lain adalah:

a.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar ...... ”, tanpa mecmuat “batasan tentang
pengundangan undang-undang yang diuji;

Pasal*24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan dan
pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya
tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang®, tidaklah
dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang
telah dengan jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 24C;

Meskipun Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 termasuk
dalam Bagian Ked¢lapan BAB..Vy Hukum Acara, namun substansinya
bukan semata-mata hukum acara tetapi menyangkut kewenangan
Mahkamah Konstitusi yang telah diatur secara jelas dan limitatif oleh
UUD 1945, sehingga undang-undang tidak dapat mengurangi atau
menambahkan kewenangan tersebut. Seandainya memang dimaksudkan
untuk membatasi kewenangan Mahkamah, maka pembatasan demikian
harus dicantumkan di.dalam undang-undang dasar sendiri dan bukan di
dalam peraturan yang lebih rendah;

Adanya Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 yang berbunyi, “Segala
peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini®, tidaklah dapat
ditafsirkan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
melakukan pengujian secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945;
Adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti
menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan
terdapat tolok ukur ganda: pertama, yang diberlakukan terhadap undang-
undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945; dan
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kedua, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan
setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD 1945;

Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD
1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan undang-
undang dasar_dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat
membatasi-pelaksanaan undang-undang-dasar. Untuk melaksanakan ayat
(6) Pasal24C_ UUD 1945 dimaksud,. pembuat. undang-undang
mempunyai kewenangan untuk menentukan hal yang terbaik dan
dianggap tepat, namun tidak boleh mengubah hal-hal yang secara tegas
telah ditentukan oleh| ‘undang-undang dasar. Pasal 50 Undang-undang
Nomeor 24 Tahun 2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan
doktrin hierarki norma hukum yang tclah diakui dan diterima secara
universal; dan

Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara
yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh undang-undang
dasar. Mahkamah bukanlah organ undang-undang melainkan organ
undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan
konstitusionalnya adalah undang-undang dasar. Kalaupun undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas
legalitas, wajib ditaati.oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subyek
dalam hukum nasional,’ segala peraturan perundang-undangan dimaksud
sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan
dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas keenam Hakim
Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945
Pasal 24C ayat. (1) sehingga permohonan Pemohon, sepanjang
menyangkut Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, harus dikabulkan.

Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, MK dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD

1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Undang

-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan
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Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU

MK). Teknis pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara.

tentang Perubaha 2 ~ ahun 2003 tentang

Mahkamah enla ar , etentuan hukum

undang, yaitu sebagai berikut:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.
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Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

dan/atau

2014 tentang
Penetapan 1 Tahun 2013
tentang Pe 1 2003 tentang

Mahkamah ermohonannya,

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, permohonan pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
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Menurut Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

ndang Nomor 1

omor 24 Tahun

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, pengajuan permohonan harus
disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah

Konstitusi, diatur dalam bagian keempat pada Bab V Undang-Undang Nomor 4
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Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, mengenai

dengan itu.

Alat bukti berupa surat atau tulisan menurut Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 36
ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi Menjadi Undang-Undang, harus dapat dipertanggungjawabkan
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perolehannya secara hukum. Dalam hal alat bukti surat atau tulisan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan

alat bukti yang sah.

4 Tahun 2014 tentang

Qh\“ .’? ahun 2013

tentang Perubaha y ahun 2003 tentang

Mahkamah ] 12 Undang da 3 onstitusi menilai

petunjuk.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, diatur ketentuan

sebagai berikut:
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a. Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah
Konstitusi.

b. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka

a. Kewenangan Mahkamah'k dalam melakukan pengujian;

b. Kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau
kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian;
dan

c. Alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.
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Menurut Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

2003 tentang Mahka Ok st Mbiadi® 1dang egaskan bahwa
dalam hal pe an p : formil, hal yang

dimohonkan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. Menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Menurut Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
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Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dalam hal permohonan

pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk

diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

Perkara Konstitusi.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Mahkamah

Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan
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pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan

yang sedang: ¢ 2 ker : Rakyat, Dewan
Perwakilan
Selanju
Penetapan
tentang Perubaha

Mahkamah Menjad , g, di aan sebagai berikut:

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

c. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan
dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.
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d. Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan

2014 tentang
Penetapan 1 Tahun 2013

tentang Pe a 2 Atas ANg an 0 ahun 2003 tentang

Mahkamah

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa
pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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c. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib

dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji,
tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
B. Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal,

melalui  Website Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id,
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Mahkamah Konstitusi telah menangani 1273 perkara pengujian undang-undang

sejak tahun 2003-2015. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah konstitusi telah

menyelesaikan 807 perkara dengan rincian 187 perkara dikabulkan, 279 perkara

Jumlah
UU
yang
Diuji
2003 16
2004 4 14
2005 0 12
2006 2 9
2007 5 12
2008 5 18
2010 5 58
2011 55
2012 6 0
2013 13 64
2014 18 71
2015 80 140 220 157 25 | 50 | 65 | 17 77
Jumlah 433 843 1273 807 187 | 279 | 256 | 85 406
Keterangan : K : Kabul,

T :Terima,

DT : Ditolak,

TK : Tarik Kembali
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Jumlah Putusan Pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Norma Undang-

undang dari tahun 2003 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana Tabe II. 2.

Berikut ini.

Pn | Tmb
1 _
2004 1 -
2005 - - -
2006 - — —
2007 - - 1
2008 1 1 —
2009 5 1 -
2010 9 2 -
2011 18 - -
2012 47 - 2
2013 26 0 2
2014 34 — 3
2015 13 — —
Jumlah 153 6 8
Keterangan:
Ubah: Ubah Norma CK: Cabut Kata CS: Cabut Seluruhnya
KB: Konstitusional Bersyarat CP: Cabut Pasal IB: Inkonstitusional Bersyarat
CH/An: Cabut Huruf/Angka Pn: Penafsiran CF: Cabut Frasa

CA : Cabut Ayat

Tmb: Tambah Norma
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Jika dilihat dari Pemohon dan Kepentingan Hukum dalam pengajuan
pengujian UU dapat kita lihat pada Tabel II. 3. dibawah ini :

Tabel II. 3. Pemohon dan Kepentingan Hukum

WNA

Dari tabel II. 3. terlihat bahwa bukan hanya Warga Negara Indonesia yang
dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi namun ada juga warga
negara asing. Akan tetapi pemohon dari warga negara asing ini tidak memiliki

legal standing sehingga permohonannya tidak dapat diterima.
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Pengujian judicial review terhadap Undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar yang paling sering dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi

adalah sebagaimana Tabel II. 4. berikut :

it $ L LU

‘..‘ N

NS x I Emo N 0PI U s L —

Jika dihitung dari segi frekuensi pengujian undang-undang, selama tiga
belas tahun terakhir ini, Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review
sebanyak 478 undang-undang. Dan yang terbanyak adalah pengujian terhadap
Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan

Pemilihan Kepala Daerah . Ketiga produk hukum ini terkait dengan pemilihan
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pejabat publik yang dinamika sangat tinggi sekali dan sarat dengan muatan politis
dan kepentingan.

Banyaknya pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah

AR
=
:
:

bleh  dibiarkan
kan maka akan

itusional warga

SRR

..‘ al witu akan menjadi kekuatan
\

penyimbang dalam mengo k legisle ang menabrak konstitusi.s Hans
Kelsen menyebutnya sebagai, “recognized the need for an institution with power
to control or regulate legislation.”®" Dalam hal ini, kontrol dalam bentuk judicial
review tersebut dapat menjadi sarana untuk melakukan purifikasi undang-undang

yang dihasilkan lembaga legislatif sehingga tidak merugikan masyarakat.

8 John E. Ferejohn, 2002-2003, Constitutional Review in the Global Context, dalam 6th New York
University Journals, Legis. & Pub. Pol’y 49,52.
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2. Model putusan Mahkamah Konstitusi®®

2.1. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan
Tidak Berlaku (Legally Null And Void)

Anggota DP R Si en/Kota adalah
bertentangan ¢ % enga ] idak mempunyai

kekuatan hukum

terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012, dikabulkan permohonanannya
dan dalam amar putusan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan penelitian ini terdapat 61

putusan

2.2. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)

85

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan
Implementasi Keputusan MK dalam Pengujian Undang-undang, Kepaniteraan MK, PPPP dan
PTIK Mahkmah Konstitusi, Jakarta, 2013, hal. 9-26
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Putusan konstitusional bersyarat yang pertama kali dimuat pada bagian amar

putusan yakni dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008

mor 10 Tahun 2008

tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemerintah
Daerah yang melarang seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon
anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai calon kepala daerah dan wakil
kepala jika pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
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diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan

di hadapan hukum (equality before the law), melanggar hak untuk memperoleh

S

v
& |
s
g
el
el

153 putusan.

2.4. Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (limited constitutional)
Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep [limited

constitustional yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya

bertentangan dengan konstitusi hinggabatas waktu tertentu. Berbeda dengan

model putusan conditionally constitutional ataupun model putusan conditionally
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unconstitutional yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan
tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan

dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang

mode ‘% imeted constitustional
NN .

% gikat sampai
el

, yakni dalam
Putusan N . ‘ 6. Mahkamah

Konstitusi ‘ : menyz ba Pas: Jndang-Undang

untuk menangguhkan daya tidak mengikatnya Pasal 53 UU 30/2002 dalam batas
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang
terbuka untuk umum.Pemberlakuan putusan yang ditunda atau ditangguhkan
hingga batas waktu 3 (tiga) tahun menurut Mahkamah Konstitusi didasakan pada
beberapa alasan. Pertama, penangguhkan dimaksudkan agar proses korupsi yang

sedang berjalan tidak terganggu. Kedua, untuk menghindari ketidakpastian hukum
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karena macetnya kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Ketiga, untuk

menghindari melemahnya semangat anti korupsi yang sedang menguat dalam

masyarakat. Keempat, untuk memberikan waktu yang cukup guna melakukan

ada tengga

\\15\ f

SR LA

5
<*

terjadinya
produk le
demikian k
tertentu seba

Model p
VI1/2008 berta g-Undang Nomor

16 Tahun 2008 or 45 Tahun 2007

tentang Anggaran

E 2
&y
)
2
=
Z
()]
(V)]
5
=
[\]
(e
(e
(02e]

(Undang-Undang APBN 20C Berdasarkan yataan penghitungan persentase
anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6%,
sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari
APBN, maka menyatakan bahwa Undang-Undang APBN-P 2008 bertentangan
dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan

bahwa Undang-Undang APBN-P 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum
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mengikat, akan tetapi dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya

Undang-Undang APBN 2009.

2.5. Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru

undang-und; legalitasnya,

sedangkan j onstitusi tidak

dipenuhi maka , te i inkonstitusional

sehingga ha an berte : an | 9 an tidak mempunyai

Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah membuat terobosan
hukum yakni dengan membuat norma baru. Dari penelitian yang dilakukan,
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk sampai dengan tahun 2012 yang membuat atau merumuskan norma
baru sebanyak 5 putusan, yakni Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal calon

perseorangan dalam pilkada, Putusan Nomor 102/PUUVII/2009 bertanggal 6 Juli
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2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspor dalam Pemilu, Putusan Nomor 110-
111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 tentang perhitungan tahap

kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

or 11/PUU-VIIL/2010
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BAB III

IMPLIKASI PUTUSAN MK YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL
BERSYARAT TERHADAP PENCALONAN PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2015

Memutuskan
Bersyarat

ik Indonesia

onstitusional

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g”
dimana kedua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal

1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D
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ayat (3), dan Pasal 28] ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang berbunyi :

a. Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
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Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, pasal 10 ayat (1) huruf Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan

menguji de g fe - : permohonan
mengenai  peng c 1945 maka

Mahkamah i 1g untul nen : mohon dengan

mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik dan

memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum?”;
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3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk: a.

memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang
undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah
Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut
merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang

memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki
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makna ambigu,tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan

penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Penafsiran Hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-

yang diberikan

untuk tidak diperlakukan ena sekuensi dari pernyataan

UUD 1945 adalah :
1. Bahwa pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) sebagai
bagian dari proses demokrasi merupakan warisan reformasi yang
membedakan dengan orde sebelumnya, peraturan perundang-undangan

yang berlaku pasca reformasi telah memberikan kedaulatan secara

% R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Garfika, Jakarta, 2002, Hal. 97
¥ B. Arif Sidharta, Refleksi tentang Struktur IImu Hukum, Bandung Bandar Maju, Bandung,
2009, Hal. 11
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penuhkepada rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya,

namunbukan berarti seseorang yang pernah dinyatakan bersalah

berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak

menjadikepada

5 (lima)tahun

LU= Y

nggaseakan-akan

-

. Bahwa Mahkamah pernah memutus suatu aturan yang sejenis dengan

permohonan a quo yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
011017/PUU-I/2003, dimana Mahkamah secara garis besar menyatakan
bahwa pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut
dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta

bersifat individual dan tidak kolektif, selain itu Putusan Nomor 4/PUU-
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VII/2009 pun memberikan batasan terhadap syarat yang tercatum dalam

Pasal huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang a quo. Namun,

sepertinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dijadikan bahan

bagian yaitu :
1. Uji materiil (materiile toetsingsrecht) Pengujian terhadap isi
peraturan.
2. Uji Formil (formele toetsingsrecht) Pengujian terhadap prosedur

pembentukan pembentukan format/bentuk peraturan

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 Hal. 58
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Dalam perkara aquo Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun.+2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati,dan Walikota (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2015,
TambahanLembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana. diubah dengan
UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti. Undang-Undange= Nomor 51 sTahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati,.»dan “Walikota Menjadi ' Undang-Undang bertentangan
dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang
Nomor L+Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan UndangUndang
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat;

4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia. = Atau apabila, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada
hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya
menambahkan dengan " tuntutan subside atau. pengganti seperti menuntut
membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun
akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan uitvoerbar bij
voorrad. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6
Tahun 1975 perihal Uitvoerbaar bij voorraad tanggal 1 Desember 1975
menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang
demikian. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus

mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa

73



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal

apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan

dibebankan kepada tergugat™.

berbagai pihak dan kesimpulan pemohon dan Mahkamah Konstitusi berpendapat
bahwa dalam pasal 7 huruf G yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasaran putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau

lebih” dimana menurut mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk

®Ibid, Hal. 63
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pengurangan hak atas kehormatan, yang bisa disamakan dengan pidana
pencabutan hak-hak tertentu. Ketika pasal 7 huruf G UU 8/2015 menentukan

calon kepala daerah harus mematuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi hukuman

penjara 5 a) tah au le dip: alam pemilihan
kepala daerah.d al terseb : “ nPasal 35 ayat (1)
angka 3 K

pemilihan diadak: asarkan aturan : Akan tetapi, kedua

bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan pasal 28] ayat 2 dinyatakan bahwa
pembatasan yang dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
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Dalam Pembukaan UUD 1945, ditegaskan bahwa dibentuknya

pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimana pembukaan UUD 1945

taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai agama, moral, keamanan, dan
ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana
juga dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009

tertanggal 29 Maret 2009 yang memberikan syarat 5 (lima) tahun setelah

*° Undang-Undang No 12 Tahun 1995
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narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana dapat
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu

diantaranya adalah mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang

bersangkutan per aratan ketiga dalam

N Dern bag 1]
putusa ‘»m“ “‘ah‘&“‘ .a

atau para

g

pemilih narapidana

untuk tidak dapa diri sebagai c: aka sama saja

bermakna bahwa ang ang telah me : rikan h an bahan kepada

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);

2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak
terpidana selesai menjalani hukumannya;

3. Dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur
mengemukakan pada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan
narapidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

! Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VI1/2009
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Lalu Putusan Mahkamah 4/PUU-VII/2009 tersebut diperkuat dengan
Putusan Mahkamah 120/PUU-VII/2009 yang bertanggal 20 April 2010, yang
menyatakan : ““...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan

tafsir baru oleh M : 1 an / 1172009 tanggal 24

a teks aslinya
ilayah hukum

UU 32/2004

(lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih
berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir yang dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dimana
permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan pasal 7

huruf G UU 8/2015 yang dimohonkan oleh pemohon Menurut mahkamah, UU

%2 |bid, Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009
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8/2015 sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009,
bertanggal 24 Maret 2009, tetapi tidak tercantum dalam norma pasal 7 huruf G,

melainkan tercantum dalam penjelasan pasal 7 huruf G, sehingga terjadi

pertentangan anta 2 gan-penjelasa sal 7 huruf G dimana

huruf G

a 1tu menurut

mahkamah terdapz rtentanga ri % ie pasal 7 huruf G UU

UU 8/2015 menjadi bagian dari norma pasal 7 huruf G UU 8/2015 agar tidak
terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret
2009 telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi
setidak-tidaknya selama 5 (lima) tahun setelah narapidana menjalani masa

hukumannya. Waktu lima tahun adalah waktu yang wajar untuk membuktikan

79



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bahwa mantan narapidana telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan
pidana lagi sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana seseorang yang

telah menjalani h 2 elua 1_pe baga pemasyarakatan

et '9

dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret
2009, memiliki arti bahwa seseorang yang secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa dia adalah seorang mantan narapidana maka
syarat kedua dan keempat dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-

VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 tidak diperlukan lagi karena yang
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bersangkutan secara berani dan terbuka mengakui status dirinya sebagai mantan

narapidana.

Dengan demikian maka yang bersangkutan bisa mencalonkan diri sebagai

Y

arapidana tidak
menyatakan kef blik tentang sta i M pidana, maka
kedua syarat da ar Putusa )09, bertanggal
24 Maret 2

terpidana selese

3. Putusan

hukum yang sudah dijelaskan, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan
permohonan pemohon untuk sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Walikota, dan Bupati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang bersyarat sepanjang tidak
dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur
mengakui kepada publik bahwa dia adalah mantan narapidana;

% Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VI1/2009
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2) Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,
Walikota, dan Bupati tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecualikan bagi mantan narapidana yang
secara terbuka dan jujur mengakui kepada publik bahwa dia adalah mantan
narapidana;

3) Penjelasan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Nomor 8. Tahun 2015 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Walikota, dan Bupati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4) Penjelasan Pasal 7 Huruf G=UndangsUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahuns 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Walikota, dan Bupati tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5) Pasal 45 Ayat (2) Huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Walikota, dan Bupati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6) Pasal 45 Ayat 2 Huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Walikota, dan Bupati tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7) Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya; *

Keputusan ini ditetapkan hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua
ribu lima belas, yang diueapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu
lima belas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota,Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria
Farida Indrati, Wahiduddin® Adams, ‘Suhartoyo dan Manahan M.P Sitompul,
masing-masing sebagai Anggota. Terhadap putusan Mahkamah ini terdapat tiga
orang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion);

yaitu Hakim Maria Farida, | Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo

Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga
menghasilkan amar yang berbeda. Misalnya, mayoritas hakim menolak

permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang
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bersangkutan, atau mayoritas hakim mengabulkan, sedangkan minoritas hakim
menyatakan tidak dapat menerima permohonan.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif

putusan, yaitu (e b) me nyatakan tidak dapat
O 158 505\l 1

"0,

, !

oritas untuk

g
g
s
=
(S
g
=

‘g\‘?&\\
é?
g

N
e

opinion; atau

96

opinion.
Kadang-kadang g bertentangan dan tidak
saling melengkapi. Akan rnya sama, yaitu sama -sama

mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat

menerima permohonan yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian ini,

o Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta,
2006,, hal. 289-290.

% Ibid., hal. 290.

% Ibid., him. 289.
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pendapat hakim minoritas yang berbeda dari pendapat mayoritas juga dapat

dimuat dalam putusan seperti halnya dissenting opinion.”’

Dalam bahasa Indonesia, pendapat berbeda yang bukan dissenting opinion

yang demikian itugj ahka eda, dan ditempatkan

pada po ang ‘ Qh\“ .9‘ .
me
Iz

itu, dalam

Konstitusi,

yang diajukar ama_ sekali berbeda a S dan juga berbeda
kesimpulan

dan mengika : : at_berbeda 1 e i ulan pada amar

Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion)
yaitu Hakim Maria Farida, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo dengan
pertimbangan sebagai berikut :

Menurut Hakim Maria Farida Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tidak dapat

ditafsirkan lain selain sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009

7 Ibid., him. 290.
% Ibid., him. 290.
% Ibid., him. 291.
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tersebut, karena Putusan Mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu
memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik

yang dipilih (elected officials). Dengan dibukanya kesempatan kepada mantan

i Ma elah berbuat adil dan

P Vgt ';g
A P> =

=
SuALN:

pendapat dalam

AL L XY

san-alasan yang

kebutuhan bagi

NANALN

itu, sepanjang

AL LY

=
=
3
5
=
\:}

penafsiran baru lagi karena penafsiran ini telah pernah dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11
Desember 2007 yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah
Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan diperkuat lagi dengan

Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010.
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Untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials), tidaklah

sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-

mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko

selama mengakui dirinya adalah mantan narapidana kepada masyarakat umum
diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah dan
keputusan ada di tangan masyarakat untuk memilih mereka atau tidak dengan
catatan mereka membuat pernyataan terbuka di depan publik atau masyarakat

bahwa mereka adalah mantan narapidana.
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Mantan narapidana bisa mengajukan diri sebagai calon kepala daerah
untuk maju ke pilkada tanpa terbentur aturan Undang-Undang yang mengatur

persyaratan pengajuan atau pencalonan selama calon tersebut mau mengakui

ketiadaan aturan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir

dari varian putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan
putusan yang merumuskan norma baru. Berbeda dengan varian putusan yang
menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang
yang ditelah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat (legally null and void). Pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam

87



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi dirasa cukup untuk diketahui secara umum bahwa seluruh

penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan

onal bersyarat,
an norma baru
muatan dalam

stitusi dituntut

legislasi yang

ditindalanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang
sebagai produk legislasi, akan tetapi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi
dilaksanakan oleh addressat putusan Mahkamah Konstitusi melalui proses
regulasi sehingga tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, yang juga

dapat mengambil alih putusan Mahkamah Konstitusi untuk diadopsi dalam revisi

1% putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 hal. 251-252

88



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Demikian juga

dengan tindak lanjut melalui proses regulasi yang pembentukannya harus

berdasarkan undang-undang atau pun putusan Mahkamah Konstitusi '

tusan ini memasukan

e ‘@ ah dan Dewan

asasi manusia

2%

dalam no Inisiatif Veri

Junaidi me apidana untuk
mencalonka -Undang (UU)

Nomor 32

E NS
WERARY

o\
:
~
E
e,

g
o
=
)
=

ﬂi“
%
=
&8
=
5
@,
(¥,]
S
=
=]

memiliki kapasitas tapi juga integritas yang baik'®*

1ot Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Tindak Lanjut

Keputusan MK yang bersifat Konstitusional Bersyarat dan memuat Norma Baru, Kepaniteraan
MK, PPPP dan PTIK Mahkmah Konstitusi, Jakarta, 2014 hal. 5-6

19 www. gresnews.com, Pembuat UU Luput Pertimbangkan Aspek HAM 2, diakses pada tanggal
24 November 2018

89



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap

Persyaratan Calon dan Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2015

1. Persyaratan Calon Kepala Daerah

ara Republik

Bupati dan Ca | a Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota;

f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,;
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h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat

pajak pribadi;
PUU-XIII/2015

terhadap sya : D13 ya [ g Undang-Undang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu :

Pasal 4 ayat (1) huruf f bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara

komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

91



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan

terpidana;

2. dan bukan sebagai pelaku kejahatan yangberulang

,_

2
on
5
&
=]

=

—
=

a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur; atau
b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
sertaWalikota dan Wakil Walikota.
Huruf (x1) bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan
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terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf fl, wajib
menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala

Gubernur i nur Na % il E an/atau Walikota

dan Wakil

tunduk kepada pe ‘% ‘ ngan undang-undang dengan
maksud semata-mata untu
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan keteritiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
terhadap syarat pencalonan khususnya pasal 7 huruf i Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Calon
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; terabaikan oleh putusan

ini karena ma arapidana ti dian nelakukan perbuatan

dimaksud dalam Pasal 47, surat keterangan catatan kepolisian terdapat masalah
hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat (2) dalam hal sudah

terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud

'% Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, pasal 5 huruf'i
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pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
melakukan klarifikasi ke lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh
informasi bahwa yang bersangkutan :

1.

2.

pernah di berkekuatan

hukum tetag kan perbuatan

tercela apa terbuka bahwa

yang bersan;

b G\

Menu PUU-XIII/2015

dijatuhi pidana

Nt

penjara berdasarke adilan ya eroleh kekuatan hukum

karena setiap orang tahu bahwa mantan narapidana telah melakukan perbuatan
tercela. Oleh karena itu perlu politik hukum pemerintah dan legislatif untuk
merumuskan kembali tentang persyaratan tersebut sehingga tidak menimbulkan
multi tafsir dan benar-benar menjadi penyaring calon-calon kepala daerah yang

bersih dan berintegritas.
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2. Pencalonan
Pemilihan Kepala Daerah serentak menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Serentak

“g\‘%

ab)
i
e

daerahnya
dilihat pad.

Tabel I1I. 1. R

JALUR
PEMILIHAN PERSEORA | JUMLAH
NGAN
Gubernur dan Wakil
Gubernur 19 18 2 20
Bupati dan Wakil Bupati 224 550 126 676
Walikota dan Wakil Walikota 36 86 28 114
JUMLAH 279 654 156 810
Terdiri dari :
Calon Petahana 122

104

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 3 ayat (1)
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Implikasi putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap pencalonan dalam
Pilkada serentak 2015 KPU melakukan revisi beberapa ketentuan dalam PKPU
Nomor 9 Tahun 20

am PKPU Nomor 12 Tah 015 tentang Pencalonan

yang ingin . sta 2 : 2015 harus secara
terbuka m ¢ U ' be n adalah mantan

narapidana

Gambar. III.1. Contoh Pengumuman Mantan Narapidan

Dari 810 calon kepala daerah terdapat 13 calon kepala daerah yang
mantan narapidana dan sebagian besar terpidana korupsi yang mendaftar
sebagai pasangan calon dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 diusung partai

politik atau gabungan partai politik. dengan rincian sebagai berikut :

1% pKPU Nomor 12 Tahun 2015
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Tabel I1I. 2. Daftar Mantan Narapidana Yang Mendaftar Sebagai Calon Kepala
Daerah dalam Pilkada Serental Tahun 2015

1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

PIDANA
NO NAMA KASUS PENJARA CALON DAERAH
Elly Engelbert Sulawesi
1
Utara
2 Manado
3 Minahasa
Utara
4 Semarang
5 Dompu
6 Sidoarja
7 Poso
Toba
8 .
Samosir
9 Lima Puluh
kota
10 | Gusmal Solok
Gunung Talang,
Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2007
Tanpa Hak atau
Melawan Hukum
Menyimpan Narkotika
Golongan 1 Bukan Benekulu
11 | Dirwan Mahmud Tanaman dan Tindak 4,3 Tahun Bupati &
. Selatan
Pidana Tanpa Hak
Menyimpan dan
Membawa Psikotropika
Tahun 2011
12 | Yusak Yaluwo Korupsi 7 Tahun Bupati 39ve111
Penyalahgunaan APBD 180¢
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Boven Digoel Tahun
2010

13

Korupsi Proyek
Pengendalian Banjir di Bone
Bone Bolango Tahun

Ismet Mile 3,5 Tahun Bupati

Bolango

Penulis dapat menganalisa bahwa keterbukaan calon mantan narapidana
mengumumkan ke publik tentang statusnya yang manan narapidana akan
menjadi dasar bagi pemilih untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas
dan berprilaku tidak tercela. Dan pada akhirnya pemilihlah yang akan
menentukan apakah seorang calon mantan narapidana tersebut masih layak

dipilih. Inilah yang menjadi kerangka berfikir Hakim MK dalam

pertimbangannya memutuskan perkara aquo ini. Bahwa yang bisa mencabut
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hak pilih warga negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap bukan pembatasan oleh Undang-undang.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman menilai, dampak

diperbolehkan maju sebagai kepala daerah jika telah secara jujur dan terbuka
mengemukakan statusnya kepada publik. Pengumuman status sebagai mantan

narapidana merupakan ujian kredibilitas moral yang menjadi referensi publik

1% www. gresnews.com, Khawatir Masyarakat Permisif Pada Kejahatan, diakses pada tanggal 24

November 2018
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karena syarat calon kepala daerah berbasiskan perspektif, kredibilitas dan

integritas yang baik.'"’

Vonny Anneke

1 Selatan Dirwan

Hal ini sangat mencederai demokrasi yang seharusnya menghasilkan
pemimpin yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Padahal dalam
salah satu persyaratan calon berdasarkan Pasal 7 huruf i Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

1% www.metrotvnews.com, Tidak semua eks napi bisa ikut Pilkada, diakses pada tanggal 5 januari

2017
198 MKRI, Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, hlm. 125
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Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang yang mensyaratkan calon tidak pernah

Monang Sitorus

9 | Azwar Chesputra Lima Puluh kota Tidak
10 | Gusmal Bupati Solok Ya
11 | Dirwan Mahmud Bupati Bg;ll‘il:;lrllu Ya
12 | Yusak Yaluwo Bupati Boven Digoel Tidak
13 | Ismet Mile Bupati Bone Bolango Tidak
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Jika kita melihat keterpilihan calon kepala daerah mantan narapidana

yang terpilih ada faktor lain yang menunjang pemilih untuk memilih yakni

Petahana. Petahana sangat memiliki peluang besar untuk terpilih kembali

pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dicabut
haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum,
berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki logikal.
Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus

menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat yang
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mengenai peraturan terhadap peristiwa yang konkrit. Metode penafsiran

merupakan saran atau alau dalam mengetahui makna undang-undang.'®

Jabatan publik atau jabatan politik yang pengangkatannya baik melalui

dengan

bersangkutan sertz rha n Pasal 28] ayat (2)

ini dirasa penting
yakni masyarakat

% . pyata untuk menilai kualitas
moral seseorang ada ‘ be arkan ah tidaknya orang tersebut
melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terbukti dari putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksud yang ingin disampaikan
dalam hal ini adalah proses adaptasi yang dilakukan oleh mantan narapidana

untuk kembali ke masyarakat sehingga dapat memperoleh dukungan rakyat.

109,
110

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 13
Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Jakarta:
Konstitusi Press, 2013, hlm. 166
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Pengisyaratan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku

kejahatan yang berulang-ulang merupakan hal yang penting dikarenakan

bahwa yang bersangkutan dalam hal ini adalah mantan narapidana.

dirinya untuk
kepercayaan

dana bukanlah

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang dicabut
dengan PERPPU No. 1 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden (UU Pilpres), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
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Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara), dan undang-undang

yang mengatur pengisian jabatan publik lainnya. Syarat “keterbukaan” dalam

pengisian jabatan publik pun merupakan suatu wujud good governance (tata

pemerintah, pengamat dan masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak
setuju. Menkum HAM tidak bersedia mengundangkan PKPU ini karena
menganggap bertentangan dengan UU 7 Tahun 2017 dan mengatakan bahwa
sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan perundang-
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undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada

tanggal diundangkan.

Namun MK berpendapat secara kewenangan berdasarkan Putusan

mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil
sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Bawaslu mengacu
pada Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang

mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

1 pytusan MK No 92/PUU-XIV/2016
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Berdasar data KPU soal mantan napi korupsi, sebanyak 12 bacaleg
mantan napi korupsi diloloskan Bawaslu di tingkat provinsi. Sisanya, 26

bacaleg mantan napi korupsi diloloskan Bawaslu di tjngkat kabupaten/kota.

tentang pe : ; alik gan ada dalam UU

Pemilu ahun alam @ %U J i : gan eks koruptor
. farg
ey

mengajukan sengketa di Bawaslu ke dalam Daftar Calon Tetap dengan
memberikan waktu kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki

persyaratan pencalonan yang belum lengkap.

112 pytusan MA Nomor 45 P/HUM/2018

108



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

huruf g Undang-Undang No
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 adalah
membuka kesempatan kepada mantan narapidana untuk ikut berkontestasi
dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Dari 810 calon kepala daerah terdapat
13 calon kepala daerah yang mantan narapidana dan sebagian besar
terpidana korupsi yang mendaftar sebagai pasangan calon dalam Pilkada

Serentak Tahun 2015 yang diusung partai politik atau gabungan partai
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politik. Dari 13 calon kepala daerah mantan narapidana tersebut terpilih
sebagai kepala daerah sebanyak 3 orang calon (0,2%)
B. Saran

aitu sebagai berikut.

Y SNt M@
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